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PENGUMUMAN 
 

PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG  

JASA KONSULTANSI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM  

PADA PENGADILAN AGAMA MENTOK TAHUN ANGGARAN 2026 

 

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka 

Pengadilan Agama Mentok akan melaksanakan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Layanan 

Pos Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : 

 

1. Paket Pekerjaan 

Nama Pekerjaan : Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Layanan Pos 

Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Mentok 

Tahun Anggaran 2026 

Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Agama Mentok 

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, 

Belo Laut, Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka 

Belitung 

Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) 

: Rp 49.961.100,- (empat puluh sembilan juta sembilan 

ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) 

Volum Pekerjaan : 500 Jam Layanan 

Sumber Dana : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan 

Agama Mentok Nomor SP DIPA-005.04.2.690129/2026 

tanggal 01 Desember 2025 

 

2. Persyaratan  

a. Lembaga berbentuk badan hukum yang memiliki struktur kepengurusan dan akta 

pendirian lembaga; 

b. Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam pemberian bantuan hukum; 

c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;  

d. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan untuk mewujudkan pelayanan 

prima di Pengadilan Agama Mentok; 
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e. Apabila lembaga, lembaga tersebut lulus verifikasi dan akreditasi sebagai 

lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

f. Lembaga tersebut memiliki minimal dua advokat;  

g. Lembaga tersebut memiliki staf atau anggota yang bertugas di Posbakum Pengadilan 

Agama  yang bergelar minimal sarjana hukum; 

h. Memiliki kantor domisili dan alamat yang jelas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 

i. Telah terdaftar dan memiliki user akun pada Aplikasi Penyedia SIKAP yang telah 

terverifikasi. 

(persyaratan teknis lainnya disampaikan langsung oleh Pejabat Pengadaan melalui 

kanal aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI 

dengan link : https://spse.inaproc.id/mahkamahagung 

 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum Pada 

Pengadilan Agama Mentok Tahun Anggaran 2026 dijadwalkan dari tanggal 15 Desember 

2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Jadwal Pelaksanaan sewaktu-waktu 

dapat berubah dan selengkapnya akan disampaikan melalui Aplikasi Layanan Pengadan 

Secara ELektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI). 

 

4. Mekanisme Pengadaan 

Seluruh rangkaian proses Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan 

Hukum Pada Pengadilan Agama Mentok Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan melalui 

Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI, termasuk 

undangan kepada penyedia yang akan disampaikan langsung oleh Pejabat Pengadaan 

melalui kanal aplikasi tersebut dengan link : https://spse.inaproc.id/mahkamahagung. 

 

Demikian pengumuman Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan 

Hukum Pada Pengadilan Agama Mentok Tahun Anggaran 2026 kami sampaikan untuk dapat 

diketahui. 

 

Mentok, 15 Desember 2025 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Pengadilan Agama Mentok, 

 

ttd 

 

Muhamad Deni Saputra, S.Kom. 
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